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Korupsi PI{PM Mandin
Pupuan Dilimpahkan

PELIMPAHAN tahap rr berkas dan tersangka kasus pNpM Mandiri pupuan, s.nin rr r'riti

Den-gan rincian dana angsuran
kredit fiktif tidak disetor-ke kas
UPK sebesar Rp 75.330.000, lalu
pembayaran angsuran anggota
kelompok ridak aiseto. te kai"UpX
sebesar Rp 89.125.500.

Ibsubag Humas polres Tabanan,
AKP I Putu Oka Suyasa menjelaskan,
tersangka diduga dengan sengaja
memperkaya diri sendiri, mem-
perkuat korporasi atau sengaja me-
nyalahgunakan kewenangan men-
guntungkan diri sendiri yang dapat
menimbu.lkan kerugian negara.

Maka dari itu tersangka telah
melanggar pasal Z ayat 1 pasal 3
dan pasal 8 dan pasal 18 UU Re-
publik Indonesia homor 31 tahun
1999 sebagaiamana yang telah
dlubah dengan undang-undang
nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak pidana
Korupsi jo Pasal 64 KHUP "Kasus
saatini sudah dilimpahkan ke tahap
dua," tegasnya. Kasi pidsus Keiaii
Tabanan, lda Bazus Alit Ambara pi-
dada- mengatakai berkas tersangka
dan barang bukti sudah diteri-ma
yang selanjutnya siap untuk disi-
dangkan ke Pengadilan Negeri (pN)
Tabanan. "Tersangka sudali ditahan
dansudah dititipkan di LpTabanan,
tinggal untuk disidangkan dengan
jadwal secepahrya," taidas Ambira
Pidada.6 d

TABANAN, NusaBali
Unit III Satreskrim polres Ta-

banan lalarkan pelimpahan tahap II
lqlpdugaan tindak pidana korupsi
PNPM Mandiri sebesar Rp 164 juta
terhadaptersangl<a ISD 53, alias Bu
Wibi warga asal lGcamatan pupuan,
Tabanan.ke Kejakaan Negeri (Ke-
jari) Tabainaa Senin (1119).

Kasus kor.upsi tersebut mencu-
at ketika tersangka saat itu sebagai
Bendahara UPK (Unit Pelaksana
Kegiatan Kecamatan Pupuan. Ter-
sangka diduga telah melakukan
penggelapan dana PNPM Mandiri
Pedesaan untuk progrqm sirnpan

pinjam dari tahun 2008 sampai
2072. Saat mencairkan dana itu
tersangka tidak melengkapi den-
gan proposal.

Bahkan ada pula, kelompok
yang telah lunas membayar kredit
tercatat masih ngutang lantaran
angsuran pembayaran tidak di-
catat dalam pembukuan UpK serta
tidak disetorkan ke dalam kas dan
pembayaran juga dilakukan di
rumah tersangka. Sesuai hasil au-
dit yang dilakukan oleh Tim Audit
dari BPKP Perwakilan provinsi
Bali ditemukan adanya kerugian
negara sebesar Rp 164.455.500.
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